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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk
larangan bagi korporasi untuk mencegah
terjadinya pemalsuan uang rupiah dan
bagaimana pemberlakuan sanksi pidana
terhadap korporasi apabila melakukan
pemalsuan mata uang rupiah. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menggunakan metode penelitian
yuridis normative dan dapat disimpulkan,
bahwa: 1. Bentuk-bentuk larangan bagi
korporasi dan orang persorangan untuk
mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah
selain melarang memalsu rupiah, dilarang
menyimpan secara fisik dengan cara apa pun
yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
atau mengedarkan dan/atau membelanjakan
Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah
Palsu. 2. Sanksi pidana terhadap korporasi
dalam pemalsuan mata uang rupiah
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana
denda dengan ketentuan ancaman pidana
denda maksimum ditambah 1/3 (satu per
tiga). Dalam hal terpidana korporasi tidak
mampu membayar pidana denda, dalam
putusan pengadilan dicantumkan perintah
penyitaan harta benda korporasi dan/atau
harta benda pengurus korporasi.

Kata kunci: Korporasi, Pemalsuan, Uang
Rupiah.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pemalsuan uang vyang
selama ini sering terjadi sangat meresahkan
masyarakat sehingga memerlukan
penanganan yang intensif dari kita semua
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baik dari aparat penegak hukum, pemerintah
dan masyarakat, untuk kesinambungan
melawan atau memberantas tindak pidana
pemalsuan uang.’Karena melihat perannya
yang sangat penting, uang harus dibuat
sedemikian rupa agar sulit ditiru atau
dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab. Di sinilah peran otoritas yang
profesional  sangat  diperlukan untuk
menentukan ciri, desain, dan bahan baku
Rupiah.4

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama
pemalsuan uang, dewasa ini semakin
merajalela dalam skala yang besar dan sangat
merisaukan, terutama dalam hal dampak
yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan
uang vyang dapat mengancam kondisi
moneter dan perekonomian  nasional.
Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga
menimbulkan  kejahatan lainnya seperti
terorisme, kejahatan politik, pencucian uang
(money laundring), pembalakan kayu secara
liar (illegal logging), dan perdagangan orang
(human trafficking), baik yang dilakukan
secara perseorangan, terorganisasi, maupun
yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus
dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang
semakin  berkembang. Sementara itu,
ketentuan tindak pidana pemalsuan uang
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana belum mengatur secara
komprehensif jenis perbuatan tersebut dan
sanksi yang diancamkan. Dengan
mempertimbangkan dasar pemikiran
tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata
Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-
undang karena hal itu merupakan suatu
kebutuhan yang mendasar.’

Meningkatnya pembangunan dan
perkembangan ekonomi yang begitu pesat
saat ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu

> Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, CV.
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5Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
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pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah
membawa dampak vyang positif bagi
kehidupan masyarakat. Kemajuan
pembangunan itu sendiri dari sisi lain juga
telah membawa dampak yang negatif bagi
masyarakat yakni dengan memberikan
peluang atas munculnya korporasi-korporasi
yang di dalam menjalankan usahanya secara
sadar atau tidak sadar telah melakukan
kejahatan yang mengancam keselamatan
bangsa, disebabkan banyaknya
penyimpangan perilaku  korporasi yang
bersifat merugikan  masyarakat dalam
berbagai bentuk yang berskala luas.® Peran
korporasi tersebut sering dirasakan bahkan
banyak mempengaruhi sektor-sektor
kehidupan masyarakat. Dampak vyang
dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan
negatif, namun dampak yang bersifat negatif
yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat
ini.”

Mengantisipasi keterlibatan orang
perseorangan atau korporasi dalam bentuk
kejahatan pemalsuan mata uang rupiah
sebagai alat pembayaran yang sah vyang
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka diperlukan pemberlakuan
ancaman sanksi pidana guna memberikan
efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan
tersebut berdampak luar biasa terhadap
perekonomian nasional.

Adanya perkumpulan-perkumpulan dari
orang-orang, yang sebagai badan hukum
turut serta dalam  pergaulan  hidup
kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari
perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh
oknum, terang masuk perumusan pelbagai
tindak pidana. 8 Dalam hal ini, sebagai
perwakilan, yang kena hukuman pidana
adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang

*Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 1.

7 Ibid, hal, 2.

8Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat,
Bandung, Februari 2011, hal.59-60.
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berfungsi sebagai pengurus dari badan
hukum, seperti misalnya seorang direktur dari
suatu perseroan terbatas, yang
dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin
sekali seorang direktur itu hanya melakukan
saja putusan dari dewan direksi, maka timbul
dan kemudian merata gagasan, bahwa juga
suatu perkumpulan sebagai badan
tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana
sebagai subyek suatu tindak pidana.9

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan
bagi korporasi untuk mencegah terjadinya
pemalsuan uang rupiah ?

2. Bagaimanakah  pemberlakuan  sanksi
pidana terhadap korporasi apabila
melakukan pemalsuan mata uang rupiah ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum  normatif
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini
melalui pengumpulan bahan-bahan hukum
dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan-
bahan hukum primer yang diperlukan seperti
peraturan perundang-undangan yang
mengatur  mengenai  sanksi  terhadap
korporasi yang melakukan pemalsuan uang.
Bahan-bahan hukum sekunder seperti
literatur-literatur dan karya-karya ilmiah
hukum juga digunakan untuk melengkapi
bahan-bahan hukum sekunder dan untuk
menjelaskan mengenai istilah dan pengertian-
pengertian yang dibutuhkan dalam penulisan
ini digunakan bahan-bahan hukum tersier,
seperti kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN
A. TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG OLEH
KORPORASI
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,
Pasal 1 angka 19; “Setiap orang adalah orang
perseorangan atau korporasi”. Dengan
demikian tindak pidana pemalsuan uang yang

°Ibid, hal.55.
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terbukti dilakukan oleh orang perseorangan
atau korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) diatur mengenai Pemalsuan
Mata Uang dan Uang Kertas dalam Pasal 244
sampai dengan Pasal 247. Pasal 244: Barang
siapa meniru atau memalsu mata uang atau
kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau
Bank, dengan maksud untuk mengedarkan
atau menyuruh mengedarkan mata uang atau
uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu,
diancam dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun. Pasal 245: Barang siapa
dengan sengaja mengedarkan mata uang atau
uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara
atau Bank sebagai mata uang atau uang
kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru
atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu
diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau
dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan
atau memasukkan ke Indonesia mata uang
dan uang kertas yang demikian, dengan
maksud untuk mengedarkan atau menyuruh
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak
dipalsu, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.

Pasal 246: Barang siapa mengurangi nilai
mata uang dengan  maksud  untuk
mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan
uang yang dikurangi nilainya itu, diancam
karena merusak uang dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun. Pasal 247:
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan
mata uang vyang dikurangi nilai olehnya
sendiri atau yang merusaknya waktu diterima
diketahui sebagai uang yang tidak rusak,
ataupun barang siapa menyimpan atau
memasukkan ke Indonesia uang yang
demikian itu dengan maksud untuk
mengedarkan atau menyuruh
mengedarkannya sebagai uang yang tidak
rusak, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.

Korporasi maupun perorangan dilarang
melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai pemalsuan uang
menurut peraturan perundang-undangan

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang, Pasal 26 ayat:

(1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.

(2) Setiap orang dilarang menyimpan secara
fisikk dengan cara apa pun vyang
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

(3) Setiap orang dilarang mengedarkan
dan/atau membelanjakan Rupiah yang
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

(4) Setiap orang dilarang membawa atau
memasukkan Rupiah Palsu ke dalam
dan/atau ke luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Setiap orang dilarang mengimpor atau
mengekspor Rupiah Palsu.

Pasal 27 ayat:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi,
menjual, membeli, mengimpor,
mengekspor, menyimpan,  dan/atau
mendistribusikan mesin, peralatan, alat
cetak, pelat cetak, atau alat lain yang
digunakan atau dimaksudkan untuk
membuat Rupiah Palsu.

(2) Setiap orang dilarang memproduksi,
menjual, membeli, mengimpor,
mengekspor,  menyimpan, dan/atau
mendistribusikan bahan baku Rupiah yang
digunakan atau dimaksudkan untuk
membuat Rupiah Palsu.

Tindak  pidana berkaitan dengan
pemalsuan uang oleh korporasi dan orang
perorangan terjadi apabila memenuhi unsur-
unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 36
sampai dengan Pasal 37 yaitu:

1. Memalsu Rupiah;

2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa
pun yang diketahuinya merupakan Rupiah
Palsu;

3. Mengedarkan dan/atau membelanjakan
Rupiah yang diketahuinya merupakan
Rupiah Palsu;

4. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu
ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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5. Mengimpor atau mengekspor Rupiah
Palsu;

6. Memproduksi, menjual, membeli,
mengimpor, mengekspor, menyimpan,
dan/atau mendistribusikan mesin,
peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat
lain yang digunakan atau dimaksudkan
untuk membuat Rupiah Palsu;

7. Memproduksi, menjual, membeli,
mengimpor, mengekspor, menyimpan,
dan/atau mendistribusikan bahan baku
Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan
untuk membuat Rupiah Palsu.

B. SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM PEMALSUAN MATA UANG
RUPIAH
Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

Pasal 39 ayat (1) Pidana yang dijatuhkan

terhadap korporasi berupa pidana denda

dengan ketentuan ancaman pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau

Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 33 ayat:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan

Rupiah dalam:

a. setiap transaksi yang mempunyai
tujuan pembayaran;

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang
harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c. transaksi keuangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk
menerima Rupiah yang penyerahannya
dimaksudkan sebagai pembayaran atau
untuk menyelesaikan kewajiban yang
harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau
untuk transaksi keuangan lainnya di
Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, kecuali karena terdapat
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keraguan atas keaslian Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Pasal 34 ayat:

(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali
untuk tujuan pendidikan dan promosi
dengan memberi kata specimen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menyebarkan atau
mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Pasal 35 ayat:

(1) Setiap orang vyang dengan sengaja
merusak, memotong, menghancurkan,
dan/atau mengubah Rupiah dengan
maksud merendahkan kehormatan Rupiah
sebagai symbol negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

(2) Setiap orang yang membeli atau menjual
Rupiah yang sudah dirusak, dipotong,
dihancurkan, dan/atau diubah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengimpor atau
mengekspor Rupiah yang sudah dirusak,
dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
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pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah).

Pasal 36 ayat:

(1) Setiap orang yang memalsu Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah).

(2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik
dengan cara apa pun yang diketahuinya
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).

(4) Setiap orang vyang membawa atau
memasukkan Rupiah Palsu ke dalam
dan/atau ke luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang mengimpor atau
mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana
dengan pidana penjara paling lama
seumur hidup dan pidana denda paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).

Pasal 37 ayat:

(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual,
membeli, mengimpor, mengekspor,
menyimpan, dan/atau mendistribusikan

mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak
atau alat lain yang digunakan atau
dimaksudkan untuk membuat Rupiah
Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama seumur hidup dan
pidana denda paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah).
(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual,
membeli, mengimpor, mengekspor,

menyimpan, dan/atau mendistribusikan
bahan baku Rupiah yang digunakan atau
dimaksudkan untuk membuat Rupiah
Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama seumur hidup, dan
pidana denda paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah).

Keberadaan korporasi sebagai subjek
tindak pidana dan dibebani
pertanggungjawaban pidana dalam

perkembangannya terdapat 3 (tiga) sistem
pertanggungjawaban, yakni:
1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan
yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus
yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang
bertanggungjawab.®
Perkembangan pengakuan
pertanggungjawaban pidana korporasi
sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai
dengan tujuan dan fungsi hukum untuk
memberikan sarana perlindungan masyarakat
dan  kesejahteraan  masyarakat, sebab
kecenderungan korporasi melakukan
pelanggaran hukum di dalam tujuan korporasi
untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya telah menjadi realitas masyarakat.
Penggunaan hukum pidana dalam
menanggulangi tindak pidana korporasi
tentunya tidak selalu dengan menggunakan

®Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op. Cit,
hal. 9.

160



sanksi pidana, melainkan juga dapat

diterapkan sanksi tindakan yang

kedudukannya sama dengan sanksi pidana.

Bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana

saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai

sanksi yang primadona, sehingga keberadaan
sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler
sanksi pidana.11

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu
unsur yang paling esensial, bila melihat
hukum sebagai kaidah. 12 Perkembangan
hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-
Undang Pidana Khusus atau peraturan
perdang-undangan di luar KUHP, terdapat
suatu kecenderungan penggunaan dalam
stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan
sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis
sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan),
dalam teori hukum pidana disebut dengan
double track system.**

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 39
ayat (2): Dalam hal terpidana korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mampu membayar pidana denda, dalam
putusan pengadilan dicantumkan perintah
penyitaan harta benda korporasi dan/atau
harta benda pengurus korporasi.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,
Pasal 39 ayat (3) Selain sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal
34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap
orang dapat dikenai pidana tambahan berupa
pencabutan izin usaha dan/atau perampasan
terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40 ayat:

(1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak
mampu  membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana

Ybid, hal. 10.
YIbid. hal. 90.
Bibid.
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denda diganti dengan pidana kurungan
dengan ketentuan untuk setiap pidana
denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan.

(2) Lama  pidana  kurungan  pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dicantumkan dalam putusan
pengadilan.

Pasal 41 ayat:

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah
pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37
adalah kejahatan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk larangan bagi korporasi
dan orang persorangan untuk mencegah
terjadinya pemalsuan uang rupiah selain
melarang memalsu rupiah, dilarang
menyimpan secara fisik dengan cara apa
pun yang diketahuinya merupakan Rupiah
Palsu atau mengedarkan dan/atau
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya
merupakan Rupiah Palsu.

2. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam
pemalsuan mata uang rupiah dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan ketentuan ancaman pidana denda
maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
Dalam hal terpidana korporasi tidak
mampu membayar pidana denda, dalam
putusan pengadilan dicantumkan perintah
penyitaan harta benda korporasi dan/atau
harta benda pengurus korporasi.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk larangan bagi korporasi
dan orang persorangan untuk mencegah
terjadinya pemalsuan uang rupiah
memerlukan upaya peningkatan
pengawasan dalam pemberantasan
rupiah palsu melalui suatu badan
koordinasi Badan Intelijen Negara.
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2. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam
pemalsuan mata uang rupiah diharapkan
dapat dilaksanakan oleh majelis hakim
dalam putusan perkara di pengadilan
untuk tujuan memberikan efek jera bagi
korporasi dan bagi korporasi lainnya
sebagai peringatan untuk tidak meniru
perbuatan yang sama, karena pemalsuan
uang sangat merugikan perekonomian
negara.
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